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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah selesai menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan 

Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.   

 Petunjuk pelaksanaan ini memberikan acuan bagi LPMP DKI Jakarta dan 

Sekolah Inti/Induk Klaster dalam persiapan, pelaksanaan, maupun 

evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 

2013 dan penggunaan dana bantuan pemerintahnya.  Petunjuk 

pelaksanaan ini akan disempurnakan bila ada masukan-masukan dari 

berbagai pihak, perubahan peraturan-peraturan terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan (terutama kurikulum) dan pengalaman 

empiris Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.   

 Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas waktu, 

tenaga, dan sumbangan pemikirannya dalam penyusunan petunjuk 

pelaksanaan ini. Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat dijadikan sebagai 

acuan penggunaan dana bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dengan baik. 

 
Jakarta, April 2018 

Kepala LPMP DKI Jakarta, 

 
 
Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si 

NIP. 196107021988031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan 

Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013  pasal 4, dinyatakan 

bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat 

melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan 

tahun pelajaran 2019/2020. Ketentuan ini memberi kesempatan 

kepada sekolah yang belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 

untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil melakukan 

persiapan-persiapan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 

2020 sekolah tersebut telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 

setelah mencapai kesiapan yang optimal. Pada tahun pelajaran 

2018/2019, implementasi Kurikulum 2013 diperluas sekitar 40% 

sasaran sekolah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, khusus DKI 

Jakarta tahun ini sekolah pelaksana Kurikulum 2013 tuntas 100%. 

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 merupakan tanggung 

jawab semua komponen di lingkungan Kemendikbud, baik lembaga 

vertikal, horizontal maupun diagonal. Dengan terbitnya Surat 

Keputusan Kemendikbud RI Nomor 189/P/2013 tentang Unit 

Implementasi Kurikulum 2013 meneguhkan pentingnya mengawal 

pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013. 
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Pembiayaan kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 

di sekolah menggunakan skema dana bantuan pemerintah yang 

disalurkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI 

Jakarta kepada Sekolah Inti/Induk Klaster. Bantuan pemerintah 

pendampingan implementasi Kurikulum 2013 diberikan kepada 

Sekolah Inti/Induk Klaster digunakan untuk pelaksanaan 

pendampingan yang meliputi kegiatan pendampingan In Service 

Learning (IN)  dan pendampingan On the Job Learning (ON).    

Proses,  mekanisme, dan materi pendampingan dan bantuan 

pemerintah dijelaskan pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018 yang 

selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 

Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tahun 

2018 ini. 

 
B. Landasan Hukum  

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang 

diperbaharui dengan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 

Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian dan Lembaga; 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 

Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan 

Dasar dan Menengah; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 

Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai 

Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 

Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 

Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 

Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 



4 LPMP DKI Jakarta 
 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 

Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 

Tahun 2015 tentang Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan pada Pendidikan Dasar Pendidikan dan Menengah; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

16. Surat Keputusan Kepala Balitbangdikbud Nomor 022 Tahun 

2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana 

Kurikulum 2013; 

17. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK No 

168/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga; 

18. Permendikbud No. 74 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

19. Perdirjen No. 30/D/BP/2016 tentang Petunjuk Teknis bantuan 

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2018;  

20. Penggunaan Anggaran DIPA LPMP DKI Jakarta tahun 2018 

yaitu DIPA 023.03.2.419516/2018 Tanggal 15 Februari 2018 

(Revisi-2). 
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C. Tujuan 

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penggunaan Bantuan Pemerintah 

Pendampingan  Implementasi Kurikulum 2013 ini disusun dengan 

tujuan antara lain : 

1. Agar proses dan substansi penggunaan bantuan pemerintah 

pendampingan implementasi Kurikulum 2013 sesuai 

peraturan; 

2. Sekolah penerima bantuan pemerintah dapat 

mengkoordinasikan penggunaan bantuan pemerintah 

pendampingan implementasi Kurikulum 2013 dalam 

klasternya dengan baik; 

3. LPMP DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

dapat memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan 

penggunaan bantuan pemerintah pendampingan 

implementasi Kurikulum 2013; 
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BAB II 

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 

A. Konsep Dasar  

1. Pengertian  

a. Pendampingan  

Pendampingan adalah pemberian bimbingan teknis 

penguatan implementasi Kurikulum 2013 oleh 

Instruktur Kabupaten/Kota sebagai petugas pendamping 

kepada Guru Sasaran dari Sekolah Sasaran Kurikulum 

2013 pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah.  

b. Pendamping  

Pendamping adalah Instruktur Kabupaten/Kota, 

Instruktur Provinsi, Instruktur Nasional, dan Narasumber 

Nasional Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 yang 

memenuhi persyaratan sebagai petugas pendamping 

implementasi Kurikulum 2013.  

c. Guru Sasaran  

Guru Sasaran adalah guru kelas I, IV dan guru mapel 

kelas VII yang mendapat pendampingan dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolah.  

d. Sekolah Inti/ Induk Klaster  
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Sekolah Inti/Induk Klaster adalah sekolah yang 

mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan 

implementasi Kurikulum 2013 dalam satu klaster. 

e. Sekolah Anggota Klaster/ Sekolah Imbas 

Sekolah Anggota Klaster adalah sekolah pelaksana 

Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 yang 

dikelompokkan dalam satu klaster.  

2. Tujuan  

a. Tujuan Umum  

Secara umum pendampingan Implementasi Kurikulum 

2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah pelaksana Kurikulum 2013. 

b. Tujuan khusus 

Secara khusus pendampingan memiliki tujuan sebagai 

berikut.  

i. Meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di sekolah;  

ii. Menggerakkan ekosistem sekolah dalam 

melaksanakan Kurikulum 2013;  

iii. Memantapkan guru kelas I, IV dan VII dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian di 

sekolah sesuai dengan Kurikulum 2013.  

3. Prinsip Pendampingan  

Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut.  
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a. Profesional yaitu bahwa hubungan yang terjadi antara 

pendamping dan guru sasaran dalam upaya peningkatan 

kemampuan profesional dan bukan atas dasar 

hubungan, personal serta dilakukan dengan kriteria dan 

prosedur keahlian.  

b. Kolegial yaitu hubungan kesejawatan antara 

pendamping dan guru Sasaran yang memiliki kedudukan 

setara. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan dan 

iklim kesejawatan antara pendamping dan guru sasaran.  

c. Sikap saling percaya yaitu guru sasaran percaya kepada 

pendamping bahwa informasi, saran, dan contoh yang 

diberikan sesuai yang dikehendaki Kurikulum 2013. 

Sekolah Inti/Sekolah Induk Klaster secara terbuka 

menyampaikan penganggaran kegiatan pendampingan 

kepada pendamping dan anggota induk kluster/sekolah 

imbas. Selain itu pendamping percaya bahwa guru 

sasaran akan mengimplementasi informasi/saran terkait 

Kurikulum 2013. Kegiatan dilakukan dengan saling 

menghormati dan bertanggung jawab.  

d. Berkelanjutan yaitu hubungan profesional yang terjadi 

antara pendamping dan guru sasaran berkelanjutan 

setelah pendamping secara fisik berada di sekolah, 

dilanjutkan melalui e-mail, sms, atau sarana komunikasi 

lain yang tersedia. Kegiatan dilakukan secara terencana, 

terus-menerus, dan semakin meningkat.  
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B. Pelaksanaan Pendampingan  

Kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 Sekolah tahun 2018 

dilakukan dengan strategi sebagai berikut:  

     
 Penetapan Sekolah 

Inti/Induk Kalster  
 Asistensi Bantuan 

Pemerintah Pendampingan 
bagi Kepala Sekolah dan 
Bendahara Sekolah 
Inti/Induk Klaster  

 Penyaluran Bantuan 
Pemerintah oleh LPMP DKI 
Jakarta 

 Penyiapan Tim 
Pendamping melalui 
Bimtek Instruktur 
Pengembang Kurikulum 
2013 Tingkat 
Kabupaten/Kota  

 

 Rapat Persiapan  
 Kegiatan IN di Sekolah 

Inti/Induk Klaster 
 Kegiatan ON di Sekolah 

Sasaran 
 

 Pelaporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

 Pelaporan 
Keuangan 

 
 

Penjelasan : 

1.  Persiapan Pendampingan  

a. Penetapan Sekolah Inti/Induk Klaster  

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di 1.008 sekolah 

sasaran Kurikulum 2013 tahun 2018 yang tersebar di 5 

kabupaten/kota di DKI Jakarta. Mempertimbangkan jumlah 

dan sebaran sekolah sasaran maka pelaksanaan 

pendampingan dibagi dalam beberapa klaster. 

Pengelompokan klaster mempertimbangkan letak geografi, 

kedekatan antar sekolah dan transportasi. Jumlah anggota 

Persiapan 
Pendampingan 

 

Pelaporan 
 

Pelaksanaan 
Pendampingan 
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klaster bervariasi antara 9-12 sekolah. Sekolah Inti/Induk 

Klaster dapat berada dalam kabupaten/kota atau beberapa 

kabupaten/kota. Pada setiap klaster ditetapkan satu Sekolah 

Inti/Induk Klaster yang bertugas mengkoordinasikan 

pelaksanaan pendampingan dan menerima dana bantuan 

pemerintah pendampingan. LPMP DKI Jakarta berdasarkan 

rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

menetapkan Sekolah Inti/Induk Klaster dengan kriteria 

sebagai berikut.  

1. Lokasi strategis/mudah dijangkau anggota klaster;  

2. Berpengalaman mengelola bantuan sosial/bantuan 

pemerintah dan tepat waktu dalam melaporkan 

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan 

sosial/bantuan pemerintah;  

3. Berpotensi sebagai sekolah rujukan implementasi 

Kurikulum 2013;  

4. Memiliki fasilitas yang memadai; dan 

5. Bersedia untuk memenuhi seluruh persyaratan yang 

dibutuhkan. 

b. Asistensi Bantuan Pemerintah Pendampingan  

Asistensi Bantuan Pemerintah Pendampingan meliputi 

sosialisasi kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 

2013 Tahun 2018, penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), penyusunan Rencana Kerja (Action Plan) 

Pendampingan, dan Penandatanganan Surat Perjanjian (MoU) 
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Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh LPMP DKI Jakarta 

dan Sekolah Inti/Induk Klaster. 

c. Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan  

Kegiatan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di 1.008 

Sekolah Sasaran tahun 2018 didukung dana bantuan 

pemerintah yang disalurkan melalui  Sekolah Inti/Induk 

Klaster. 

d. Pendamping  

Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 adalah Instruktur 

Kabupaten/Kota, Instruktur Provinsi, Instruktur Nasional, dan 

Narasumber Nasional Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 

yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping 

implementasi Kurikulum 2013.  

2.  Pelaksanaan Pendampingan  

Pelaksanaan pendampingan di sekolah sasaran Kurikulum 2013 

tahun 2018 dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 

a.   Rapat Koordinasi Pendampingan  

Tahap pertama, sebelum rangkaian kegiatan pendampingan 

dilaksanakan dilakukan rapat koordinasi persiapan 

pendampingan antara Kepala Sekolah Inti/Induk Klaster selaku 

koordinator pendampingan bersama sekolah anggota klaster 

(masing-masing 2 orang terdiri atas Kepala dan Guru/Wakasek 

Bidang Kurikulum) dan Instruktur Pendamping, yang 
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dikoordinasikan oleh Suku Dinas Pendidikan Kab/Kota. Pada 

kegiatan persiapan ini membahas rencana pelaksanaan 

kegiatan pendampingan meliputi:  

1. Menentukan jadwal IN dan ON per klaster;  

2. Membagi tugas tim instruktur pendamping di klaster;  

3. Sistem pembiayaan dan pelaporan pendampingan.  

Hasil dari kegiatan ini adalah rancangan action plan kegiatan 

pendampingan dalam klaster.  

b.  IN (Pertemuan Sekolah Sasaran Satu Klaster)  

Kegiatan IN merupakan pertemuan unsur sekolah dalam satu 

klaster dan instruktur pendamping untuk membahas 

persiapan, proses, dan  pelaksanaan ON di setiap sekolah.  

Pola pelaksanakan IN dapat diarahkan dalam bentuk Forum 

Group Discussion (FGD). Pelaksanaan kegiatan IN 

dikoordinasikan oleh sekolah Inti/Induk Klaster yang dibiayai 

dari dana bantuan pemerintah yang diterima sekolah 

Inti/Induk Klaster.  

IN dilaksanakan selama 1 hari bertempat di Sekolah Inti/Induk 

Klaster atau Sekolah lain yang ditetapkan bersama. 

a).  Pengarah, Narasumber dan Peserta 

- Pengarah adalah 1 (satu) orang berasal dari unsur 

Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.  

- Narasumber adalah Instruktur Kab/Kota 

(Pendamping).  
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- Peserta adalah guru sekolah klaster yang 

bersangkutan dan guru anggota klaster. 

b).  Agenda Kegiatan 

- Pembukaan oleh unsur Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota setempat. 

- Mengidentifikasi praktik-praktik yang dilakukan 

setiap sekolah. 

- Menyepakati tindak lanjut kegiatan ON. 

- Penutupan (Kepala Sekolah Inti/Induk Klaster). 

c.  ON (Kunjungan Pendamping ke Sekolah)  

Kegiatan ON merupakan kunjungan pendamping (sesuai guru 

kelas/guru mata pelajaran) ke sekolah selama 2 kali untuk 

memberikan bimbingan teknis kepada guru kelas I dan IV dan 

guru mapel kelas VII  dalam pembelajaran Kurikulum 2013 di 

sekolah sasaran.  

Alur kegiatan pendampingan ON sebagai berikut :  

   

 
• Menyusun agenda 

kegiatan  
• Menyepakati skala 

prioritas  
 

 Hasil analisis dokumen, 
materi, model 
pembelajaran, penilaian  

 RPP  
 Proses Pembelajaran  
 Instrumen penilaian dan 

praktik 
 Pengolahan dan 

pelaporan penilaian 

 Inventarisasi 
keberhasilan dan 
permasalahan  

 Kesepahaman 
langkah perbaikan 

 Pelaksanaan 
kesepahaman 
perbaikan  

 Pengamatan 
proses dan hasil 
perbaikan 

 Perbaikan 
berkelanjutan 

Temu 
Awal 

Diskusi dan 
Pengamatan 
Dokumen/ 
Proses 
Pembelajaran 

Refleksi Temu 
Akhir 
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Tugas Pendamping pada ON sebagai berikut : 

1) Menyusun agenda kegiatan selama 2 hari berdasarkan kesepakatan 

dengan pihak sekolah.  

2) Mengisi biodata pendamping.  

3) Mengisi daftar hadir.  

4) Mengisi jurnal kegiatan ON. 

5) Melakukan pengamatan proses/kondisi dan memberikan umpan balik 

terhadap hasil pengamatan materi pokok: Analisis Dokumen SKL, KI-

KD dan Pedoman Mata Pelajaran, Analisis Materi dalam Buku 

Pelajaran, Analisis Penerapan Model Pembelajaran, Analisis Penilaian 

Hasil Belajar, RPP, Praktik Pembelajaran dan Penilaian, Review Hasil 

Praktek dan Praktek Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil belajar. 

6) Melakukan pengamatan proses/kondisi hasil perbaikan.  

7) Identifikasi keberhasilan dan permasalahan guru dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang terjadi selama ON.  

8) Mengidentifikasi permasalahan pendamping dalam melaksanakan 

pendampingan ON. 

Kegiatan ON dibiayai melalui dana bantuan pemerintah pendampingan 

tahun 2018 yang diterima oleh Sekolah Inti/Induk Klaster.  

 
C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  

1. Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring dan evaluasi pendampingan dilakukan oleh LPMP 

DKI Jakarta dalam rangka untuk mengetahui proses dan hasil 

pelaksanaan pendampingan di sekolah, kinerja pendamping, 
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implementasi Kurikulum 2013 dan keterlaksanaan bantuan 

pemerintah pendampingan. Kegiatan monitoring dan evaluasi 

akan dilaksanakan minimal setelah IN – ON  terlaksana, yaitu 

sekitar bulan Agustus dan menjelang akhir pelaksanaan 

pendampingan sekitar bulan November 2018.  

Catatan :  

Sekolah Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 dapat 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 

instruktur pendamping selama proses pendampingan di 

sekolah guna memperoleh masukan untuk perbaikan 

pelaksanaan pendampingan berikutnya.  

2. Pelaporan  

Pelaporan pelaksanaan pendampingan disekolah sasaran yang 

melibatkan pendamping dan Sekolah Inti/ Induk Klaster diatur 

sebagai berikut :  

a. Pendamping  

Laporan kegiatan IN dan ON memuat sebagai berikut :  

Jenjang SD 

 RTL Pendampingan  

 RTL dan Hasil Perbaikan Masalah 

 Jurnal Kegiatan  

 Instrumen Pendampingan 

 Bukti Kunjungan Pendamping kegiatan ON 

 Dokumentasi Kegiatan 



Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah 17 
 

Jenjang SMP 

 Jurnal Kegiatan 

 Hasil Pengamatan dan Tindak Lanjut 

 RTL Kegiatan 

 Instrumen Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

 Telaah RPP 

 Dokumentasi Kegiatan 

Laporan diserahkan kepada Sekolah Inti/Induk Klaster 

dan sekolah sasaran yang bersangkutan dalam bentuk 

cetak dan file/softcopy selambat-lambatnya 7 hari 

setelah kegiatan berakhir.  

b. Sekolah Inti/Induk Klaster  

Laporan koordinasi pendampingan  

Laporan memuat antara lain :  

 Daftar hadir peserta 

 Action plan implementasi Kurikulum 2013 sekolah  

 Kesimpulan dan tindak lanjut koordinasi 

 Foto-foto kegiatan rapat koordinasi 

 Nama dan biodata pendamping 

 Pembagian tugas pendamping 

Laporan kegiatan IN  

Laporan memuat antara lain :  

 Daftar hadir peserta  
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 Proses dan materi diskusi (laporan pendamping dan 

hasil diskusi) 

 Foto-foto kegatan dari pembukaan sampai 

penutupan 

 Kesimpulan dan tindaklanjut hasil IN 

Laporan kegiatan ON 

Laporan kegiatan ON adalah rekapitulasi dari laporan 

dari masing-masing tim pendamping.  

Sekolah Inti/Induk Klaster wajib menyampaikan laporan hasil 

keseluruhan pendampingan berupa cetak dan file/softcopy 

kepada LPMP DKI Jakarta  paling lambat 31 Desember 2018.  
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BAB III 

PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

 

A. Pengorganisasian 

Kegiatan pendampingan pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas 

Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah 

Inti/Induk Klaster untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi sekolah 

sasaran tahun 2018. 

 
B. Tujuan 

Dana bantuan pemerintah pendampingan implementasi Kurikulum 

2013 diberikan kepada Sekolah Inti/Induk Klaster dengan tujuan 

memfasilitasi pendanaan pelaksanaan pendampingan Implemensi 

Kurikulum 2013 meliputi kegiatan koordinasi, workshop 

pendampingan dalam klaster (IN), kunjungan instruktur 

pendamping ke sekolah (ON), dan pelaporan. 

 
C. Sasaran 

Sasaran penerima dana Bantuan Pemerintah pendampingan 

implementasi Kurikulum 2013 semua sekolah sasaran 2018 

sebanyak 1.008 sekolah yang disalurkan melalui 114 induk klaster 

terdiri dari sebagai berikut : 
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1. Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 75 sekolah inti, setiap 

sekolah inti terdiri dari 9 s.d. 12 sekolah 

2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 39 

sekolah induk klaster,  setiap induk klaster terdiri dari 9 s.d. 12 

sekolah. 

 

D. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 

2013 meliputi: 

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta 

a. Menetapkan kuota penerima dana bantuan pemerintah 

pendampingan  Implementasi kurikulum 2013 

b. Membuat pedoman/juklak penyaluran dana bantuan 

pemerintah  pendampingan Implementasi kurikulum 

2013 

c. Menerbitkan SK Sekolah Inti/Induk Klaster penerima 

dana bantuan pemerintah Pendampingan Implementasi 

kurikulum 2013 jenjang SD dan SMP 

d. Melaksanakan Asistensi dan Penandatangan MoU 

dengan Sekolah Inti/Induk Kluster pemerina dana 

bantuan pemerintah pendampingan  Implementasi 

Kurikulum 2013 

e. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah pendampingan  

Kurikulum 2013 melalui Sekolah Inti/Induk Kluster 
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f. Melakukan monitoring penggunaan dana bantuan 

pemerintah pendampingan kurikulum 2013 

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

a. Merekomendasikan Sekolah Inti/Induk Klaster penerima 

dana bantuan pemerintah pendampingan  implementasi 

Kurikulum 2013 jenjang SD dan SMP 

b. Menerbitkan Surat Tugas Intruktur Kurikulum 2013 

Kab./Kota untuk menjadi Tim Pendampingan 

c. Berkoordinasi dengan LPMP DKI Jakarta guna 

kelancaran pelaksanaan pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 

3. Sekolah Inti/Induk Klaster 

a. Mengikuti asistensi penyaluran dana bantuan 

pemerintah yang diselenggaran oleh LPMP DKI Jakarta 

b. Menandatangani MoU bantuan pemerintah 

pendampingan  implementasi Kurikulum 2013 dengan 

LPMP DKI Jakarta  

c. Melakukan koordinasi dengan LPMP DKI Jakarta dan 

Dinas Pendidikan guna kelancaran pelaksanaan 

pendampingan 

d. Mengelola kegiatan pendampingan dengan 

menggunakan dana bantuan pemerintah 

e. Mengadministrasikan dan melaporkan kegiatan 

akademis dan pertanggungjawaban keuangan 

penggunaan dana Bantuan Pemerintah ke LPMP DKI 

Jakarta 
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E. Ketentuan dan mekanisme penyaluran dana Bantuan Pemerintah 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 

Ketentuan dan mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah 

pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tersebut diatur 

sebagai berikut: 

1. Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 bersumber dari APBN melalui Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP DKI Jakarta, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2018. 

2. Jangka waktu penggunaan dana Bantuan Pemerintah 

Pendampingan Kurikulum 2013 mulai dari diterimanya dana 

s.d. 30 November 2018. Oleh karena itu, sekolah harus 

menyusun jadwal penggunaan dana dengan 

mempertimbangkan batas waktu penggunaan dana tersebut. 

3. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 akan dilakukan melalui KPPN 

Jakarta III, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas 

Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) 

ke Rekening atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi atau 

yayasan). 

4. Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 ke Sekolah Inti/Induk Kluster disalurkan 

dalam satu tahap sebesar 100% dari jumlah dana Bantuan 

Pemerintah, setelah sekolah penerima dan pemberi Bantuan 
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Pemerintah menandatangani Surat Perjanjian (MoU) dan 

melengkapi seluruh persyaratan administrasi.  

5. Kelengkapan administrasi penyaluran dana Bantuan 

Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 

yang disiapkan oleh LPMP DKI Jakarta dan Penerima Dana  

Bantuan Pemerintah meliputi: 

 

Tabel 1 :  Kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan 

pemerintah pendampingan implementasi Kurikulum 2013 

No Komponen LPMP Penerima 
Bantah 

1 Surat Keputusan Penetapan SD dan SMP  
penerima bantuan pemerintah pendampingan 
Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018 

√ - 

2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan 
bantuan pemerintah pendampingan 
Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018, yang 
telah disempurnakan sesuai dengan hasil 
asistensi dengan LPMP DKI Jakarta 

- √ 

3 Surat perjanjian (MoU) pemberian dan 
penggunaan Bantuan Pemerintah Kurikulum 
2013, dibuat 2 (dua) rangkap, Masing-Masing 
bermaterai Rp 6.000,00 ditandatangani oleh 
pemberi dan penerima Dana 

√ √ 

4 Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM 
bermaterai Rp 6.000,00 

- √ 

5 Kuitansi pembayaran dana Bantah meliputi : 
 Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala 

Sekolah penerima dana, dan Pejabat 
Pembuat Komitmen LPMP DKI Jakarta, dan 
dibubuhi stempel masing-masing instansi 
yang terkait. 

 Kuitansi dibuat dalam 2 (dua) rangkap 
(lembar 1 bermaterai Rp 6.000,00).  

 

√ √ 
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No Komponen LPMP Penerima 
Bantah 

6 Fotokopi rekening Bank : 
 Rekening harus atas nama sekolah 

penerima dana bantuan, bukan atas nama 
pribadi atau yayasan. 

 Pengambilan dana atas nama 2 (dua) orang 
yaitu Kepala sekolah dan Bendahara sekolah 
yang bersangkutan. 

- √ 

7 Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
atas nama sekolah 

- √ 

8 Fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah yang 
bersangkutan 

- √ 

9 Fotokopi izin pendirian sekolah, akte pendirian 
yayasan dan izin operasional sekolah (bagi 
sekolah Swasta)  

- √ 

10 Fotokopi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) - √ 
 
 

F. Prinsip penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pendampingan 

Kurikulum 2013 

1. Swakelola dan partisipatif 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola 

(direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan 

melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan 

terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Transparan 

Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka 

agar sekolah yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan 

Kurikulum 2013 dapat memberikan saran, kritik, serta 
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melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Akuntabel 

Pengelolaan dana bantuan pemerintah harus dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas 

pekerjaan maupun penggunaan dana bantuan, sesuai dengan 

proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan 

penggunaan dana bantuan harus membuat melakukan revisi 

RAB, dan disetujui oleh pemberi bantuan (PPK LPMP DKI 

Jakarta). 

4. Demokratis 

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah selalu ditempuh melalui jalan 

musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan 

kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau 

pendapat. 

5. Efektif dan efisien 

Pengelolaan dana bantuan harus efektif dan efisien serta 

sesuai dengan RAB yang telah dibuat. Mengutamakan 

pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh 

warga sekolah. 

6. Tertib administrasi dan pelaporan 

Penerima dana bantuan harus membuat pembukuan dan 

menyimpan seluruh bukti pengeluaran dana serta menyusun 

dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan 
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pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan yang 

dipersyaratkan. 

 
G. Sifat  Bantuan Pemerintah 

Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 

2013 bersifat stimulus, dan penggunaannya difokuskan untuk 

membiayai kegiatan pendampingan Kurikulum 2013. Jenis bantuan 

ini dimungkinkan adanya sharing sebagai bentuk kepedulian 

yayasan/sekolah/ masyarakat/pemerintah daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota) terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013. Pengertian 

sharing di sini, tidak harus dalam bentuk uang, melainkan bisa 

berbentuk material, tenaga, atau fasilitas pendukung lainnya yang 

berhubungan langsung dengan kebutuhan yang belum tersedia. 

Besarnya sharing relatif, sesuai dengan kemampuan masing-masing 

daerah dan atau sekolah. 

 
H. Nilai Bantuan 

No Jenjang Jumlah Sekolah 
Sasaran 

Jumlah Induk 
Kluster 

Nilai Bantuan per 
Sekolah Sasaran 

1 SD 671 75 Rp  4.000.000,00 
2 SMP 337 38 Rp  8.000.000,00 
 Total 1.008 113  

 
 
I. Kriteria Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 

Kriteria sekolah penerima bantuan pendampingan implementasi 

Kurikulum 2013 adalah sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013 
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tahun 2018 yang direkomdensasikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI 

Jakarta menjadi Sekolah Inti/Induk Klaster dan ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Kepala LPMP DKI Jakarta. 

 
J. Peruntukan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018 

Tabel 2: Peruntukan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018 

No Kegiatan Peruntukan 
1 Rapat koordinasi dengan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota 
Transport dan konsumsi peserta 

2 Workshop pendampingan dalam 
satu klaster (IN) 

 Honor narasumber/fasilitator 
dan panitia 

 Transport 
narasumber/fasilitator,  
peserta dan panitia*) 

 Konsumsi/penggandaan 
bahan/materi/spanduk/ATK 

3 Pendampingan pelaksanaan 
Kurikulum 2013 (ON) 

Transport dan honor instruktur 
pendamping 

4 Penyusunan dan penggandaan 
laporan hasil pelaksanaan 
Pendampingan serta 
pertanggungjawaban  penggunaan 
dana bantuan 

Penggandaan laporan kegiatan 

 
Catatan: 

*) Transport panitai dan peserta dari Sekolah Inti/Induk Kluster dapat 

diberikan apabila kegiatan dilaksanakan  pada hari libur 
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K. Pengelolaan Dana Bantuan 

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan 

Dana Bantuan Pemerintah harus digunakan dan 

dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Juklak pelaksanaan ini, surat perjanjian dan 

RAB Bantuan Pemerintah serta mengacu peraturan keuangan 

yang berlaku. 

2. Pembukuan dan pencatatan penggunaan dana 

Seluruh penggunaan dana harus dicatat/dibukukan secara 

tertib dan rapi sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku.   

3. Penyimpanan dokumen dan rekaman 

Seluruh berkas pendukung baik yang berkaitan dengan berkas 

pemberian Bantuan Pemerintah (rencana pelaksanaan 

kegiatan, RAB, Surat Perjanjian), laporan dan hasil 

pelaksanaan kegiatan pendampingan Kurikulum 2013, laporan 

penggunaan dana bantuan dan bukti pertanggung jawaban 

keuangan harus dikelola dan disimpan secara tertib dan 

teratur sampai batas waktu minimal 5 tahun, sesuai dengan 

ketentuan kearsipan dan penyimpanan dokumen negara yang 

berlaku. 

4. Pengalihan dan penyimpangan penggunaan dana bantuan 

Apabila terdapat perubahan kegiatan dan atau penggunaan 

dana bantuan pemerintah, maka sekolah penerima dana 

bantuan harus terlebih dahulu mengajukan usulan revisi 
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secara tertulis dilengkapi dengan alasan 

pengalihan/perubahannya, ditujukan kepada pemberi dana 

bantuan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan 

dana bantuan sebagaimana diatur pada buku petunjuk 

pelaksanaan ini, dan atau jika ada laporan yang tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan, maka pihak penerima dana bantuan 

pemerintah  akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku dan mengembalikan dana yang tidak 

sesuai penggunaannya ke Kas Negara. 

5. Penarikan dana dari rekening bank penerima dana bantuan 

dilakukan diawal Kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan 

6. Pemungutan dan penyetoran pajak 

Berbagai jenis pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran 

transaksi yang dilakukan pihak penerima dana bantuan wajib 

memotong dan memungut sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke kas negara. 

Penyetoran sisa dana 

a. Apabila masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah 

yang tidak habis dipakai, maka sisa dana tersebut harus 

disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan aplikasi 

simponi secara online. 

b. Setoran sisa dana bantuan pemerintah disetorkan 

melalui Bank Persepsi, antara lain: Bank BRI, Bank BNI, 
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Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank mitra KPPN 

setempat. 

7. Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian negara 

akibat kelalaian dalam penggunaan dana bantuan pemerintah 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. 

 
L. Larangan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah 

Dana bantuan pemerintah merupakan amanah dan kepercayaan, 

sehingga penting untuk secara bersama-sama menjaga amanah 

tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan 

penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal 

berikut ini: 

1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah 

disepakati dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana dan 

Rencana Anggaran Biaya 

2. Melakukan korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau 

pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, 

oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun 

3. Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, yaitu 

memborongkan kepada pihak kontraktor/perusahaan 

4. Membiayai kegiatan diluar kegiatan pendampingan Kurikulum 

2013 

5. Memindahkan dana Bantuan Pemerintah dari rekening rutin 

sekolah ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun 

 

 



Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah 31 
 

M. Sanksi 

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, penerima dana 

Bantuan Pemerintah terbukti secara sah melakukan 

kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan program dan 

pengelolaan keuangan yang dapat merugikan keuangan negara, 

maka LPMP DKI Jakarta memberi peringatan/teguran secara lisan 

dan jika diperlukan secara tertulis. Penerima bantuan wajib 

mengindahkan peringatan/teguran tersebut. Jika tidak, LPMP DKI 

Jakarta akan memberikan sanksi kepada penerima bantuan sesuai 

dengan jenis pelanggarannya berupa: 

1. Meminta bantuan institusi pemeriksa/auditor yang 

berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan 

pemeriksaan langsung ke penerima dana bantuan 

2. Menarik kembali dana bantuan yang telah disalurkan ke 

penerima bantuan untuk disetorkan ke Kas Negara 

3. Memasukkan penerima bantuan ke dalam daftar 

sekolah/lembaga/ yayasan yang melanggar aturan (apabila 

terbukti) untuk kemudian tidak diberikan bantuan lagi di masa 

mendatang 

 
N. Ketentuan Lainnya 

Penanggung jawab penerima bantuan pemerintah adalah kepala 

sekolah. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat 

pelaksanaan kegiatan sedang berjalan, maka kepala sekolah lama 

wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh 
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pekerjaan yang sudah dilakukan dan sisa anggaran yang belum 

dilaksanakan kepada kepala sekolah yang baru dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan. Pejabat baru wajib 

meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang 

sudah disepakati dengan pemberi dana bantuan. 

 
O. Hasil dan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan 

Penerima dana bantuan dalam melakukan transaksi harus memiliki 

bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan,  sebagai contoh: 

Tabel 3 : Bentuk bukti fisik SPJ Keuangan 

No Kegiatan Output Bentuk SPJ Keuangan 
1 Keluar masuk kas Buku Kas Umum Buku Kas Umum 
2 Belanja bahan • ATK 

• Penggandaan 
bahan/materi/ 
laporan 

• Pembelian konsumsi  
• Pembuatan spanduk 

• Kuitansi & faktur  
pembelian ATK bermaterai,  
ditandatangani dan 
distempel 

• Kuitansi & faktur 
pembelian makanan 
rumah makan/catering 
bermaterai, 
ditandatangani,  dan 
distempel 

• dan lainnya 
3 Honorarium • Honorarium 

fasilitator 
• Honorarium tim 

pendamping 
• Honorarium panitia 

• Kuitansi pembayaran 
honorarium fasilitator, tim 
pendamping dan panitia 

4 Transport • Transport fasilitator 
• Transport tim 

pendamping 
• Transport peserta 

• Kuitansi transport 
fasilitator, tim pendamping 
dan peserta 
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P. Pengendalian dan pengawasan 

Pengendalian dan pengawasan penggunaan dana bantuan 

pemerintah pendampingan implementasi Kurikulum 2013 dilakukan 

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring bertujuan 

untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana bantuan yang 

meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan 

keuangan, administrasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan program bantuan berjalan lancar sesuai 

sasaran yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi akan 

dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program 

ke depan. 

Monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan DKI Jakarta atau instansi lain dari Pusat dapat 

dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung atau 

setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan. Monitoring dan 

evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh 

komite sekolah dan dewan pendidikan.  

 
Q. Pelaporan 

Laporan yang telah disusun oleh sekolah penerima dana bantuan 

pendampingan implementasi Kurikulum 2013, terdiri atas : 

1. Laporan pelaksanaan program 

Laporan pelaksanaan program berisi tentang informasi antara 

lain tentang keterlaksanaan kegiatan, ketercapaian 

sasaran/target, kesesuaian waktu pelaksanaan dengan 
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rencana jadwal, permasalahan/kendala yang dihadapi, upaya 

pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut.  

Laporan pelaksanaan program dan seluruh bukti kegiatan, 

dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) naskah laporan dilampiri 

dengan bukti ASLI, untuk arsip sekolah dan 1 (satu) naskah 

laporan dilampiri dengan fotocopy bukti, disampaikan kepada  

Kepala LPMP 

2. Laporan penyerapan dan penggunaan dana bantuan 

pemerintah disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan penyerapan dana (mencakup: rencana dan 

realisasi penggunaan dana serta sisa dana, pajak yang 

dipungut dan disetor ke kas negara), dilengkapi dengan 

bukti penggunaan dana yang terdiri atas : 

 Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, 

sesuai dengan jenis pengeluaran yang 

digunakan/dikeluarkan (honor, transport, konsumsi, 

pengadaan ATK, penggandaan bahan, dan lain-lain). 

 Bukti setor pajak dan bukti setor sisa dana (bila ada). 

b. Laporan penyerapan dana dan seluruh bukti 

penggunaan dana di atas, dibuat rangkap 2 (dua) : 

 1 (satu) naskah laporan dilampiri dengan bukti SPJ 

yang ASLI, untuk arsip sekolah 

 1 (satu) naskah laporan dilampiri dengan lembar 

kedua/fotocopy bukti SPJ, disampaikan kepada  

Kepala LPMP 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah 

strategis sebagai media untuk menginformasikan isi Kurikulum 2013 

kepada guru, kepala sekolah, dan para pihak terkait lainnya. 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 juga merupakan wahana 

untuk merubah pola pikir (mindset) dari guru aktif mengajar menjadi 

peserta didik aktif belajar, dari teacher oriented menjadi student oriented.  

Keberhasilan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018 

sangat dipengaruhi oleh kualitas keseluruhan proses pengelolaan mulai 

dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Oleh 

karena itu, agar program pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di 

Sekolah tahun 2018 dapat terlaksana sesuai tujuan diperlukan adanya 

komitmen dari seluruh pihak yang terkait baik unsur pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, sekolah, maupun narasumber dan dan instruktur untuk 

bersama-sama mengupayakan keberhasilan keseluruhan proses 

pendampingan implementasi Kurikulum 2013, sesuai dengan tugas, fungsi 

dan kewenangan masing-masing.  
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LAMPIRAN 1.  Surat Perjanjian Penyelenggaraan dan Penggunaan 
Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi 
Kurikulum 2013 

 
 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA 
DENGAN 

SD/SMP...................... JAKARTA 
TENTANG 

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDAMPINGAN 
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 TAHUN 2018 

 
NOMOR..................................... (Nomor LPMP) 
NOMOR.................................. (Nomor Sekolah) 

 
Pada hari ini ................ tanggal .......... bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini 
 
1. Nama  :  R. Syamsul Arifin, S.Sos 

NIP  :  196312141987031001 
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen LPMP DKI Jakarta 
 
Bertindak atas nama LPMP DKI Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA 

 
2. Nama  :  ...................... (Nama Kasek penerima bantuan) 

NIP  :  ...................... 
Jabatan :  Kepala SD/SMP...................... 

 
Bertindak untuk dan atas nama SD/SMP......................selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA  

 
Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal penyaluran dana bantuan 
pemerintah untuk kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tahun 
2018 yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.  

 
 

Pasal 1 
TUJUAN KERJASAMA 
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Tujuan pemberian dana bantuan pemerintah adalah untuk mendukung 
pembiayaan Penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 
Tahun 2018. 

 
Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJASAMA 
 

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah yang bersifat full 
grant. 
(1) Bantuan adalah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Sekolah 

yang menjadi Sekolah Inti/Induk Klaster yang diwakili oleh sekolah yang 
menjadi Sekolah Inti/Induk Klaster untuk mendukung penyelenggaraan 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018.   

(2) Sekolah penerima dana Bantuan Pemerintah adalah Sekolah Dasar 
(SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang 
ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan 
melalui Surat Keputusan Kepala LPMP DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran, sebagai Penyelenggara Pendampingan Implementasi Kurikulum 
2013 Tahun 2018. 
 

Pasal 3 
JUMLAH DANA DAN PENERIMA BANTUAN 

 
(1)  Jumlah Dana Bantuan Pemerintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA 

kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ............................. (  ............................. ) 
sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing sekolah penyelenggara 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. 

(2)  Jumlah Dana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Sekolah Inti/Induk 
Klaster adalah dialokasikan untuk membiayai kegiatan Pendampingan 
Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. Alokasi dana bantuan diberikan 
untuk Sekolah Inti/Induk Klaster dan Sekolah Imbasnya yang disalurkan 
melalui rekening Sekolah Inti/Induk Klaster, dengan rincian sebagai berikut : 
1. Sekolah Inti/Induk Klaster SD/SMP ……………………….. 
2. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………...  
3. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
4. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
5. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
6. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
7. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
8. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
9. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
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10. Sekolah Imbas SD/SMP ………………………………... 
 

Pasal 4 
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

 
(1) Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui proses 

pemindahbukuan secara langsung melalui Bank Penyaluran yaitu Bank 
Persepsi atau Bank Pemerintah ke rekening pihak PIHAK KEDUA pada Bank 
........... Cabang/Unit ........... Nomor Rekening .............................. atas nama 
SD/SMP........................... 

(2) Dana Bantuan Pemerintah akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada 
PIHAK KEDUA seluruhnya atau sebesar 100% dari jumlah dana bantuan 
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 di atas, setelah perjanjian 
kerjasama dan kuitansi ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

 
Pasal 5 

JANGKA WAKTU PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH 
 

(1) Dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan 
Penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018 
sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan 
Penggunaan Bantuan Pemerintah yang telah disahkan. 

(2) Dana Bantuan Pemerintah harus sudah selesai digunakan selambat-
lambatnya pada tanggal 30 November 2018. 
 

Pasal 6 
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 

 
Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah dilakukan secara swakelola dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
(1) Menerapkan prinsip keterbukaan, kejujuran dan efisiensi (hemat dan tepat 

guna). 
(2) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan program, strategi dan jadwal 

yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan. 
(3) Penggunaan dana Bantuan Pemerintah harus sesuai dengan perincian biaya 

yang telah disepakati. 
(4) Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan keuangan 

yang berlaku. 
(5) Seluruh pengeluaran dana Bantuan Pemerintah harus dicatat dan 

dibukukan secara tersendiri sesuai dengan peraturan tentang pembukuan 
keuangan. 
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(6) Seluruh bukti pengeluaran (SPJ) dimaksud, dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) 
rangkap asli untuk arsip sekolah penerima dana bantuan pemerintah dan 1 
(satu) rangkap untuk LPMP DKI Jakarta. 

 
Pasal 7 

SUMBER PEMBIAYAAN 
 

Pemberian dana Bantuan Pemerintah dibiayai dengan Anggaran Pembangunan 
dan Belanja Negara (APBN) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta 
Tahun 2018 melalui DIPA 023.03.2.419516/2018 Tanggal 15 Februari 2018 
(Revisi-2). 
 

Pasal 8 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
A. Hak Pihak Pertama 

(1) Menyiapkan berbagai perangkat pendukung penyelenggaraan 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. 

(2) Menetapkan jumlah dana Bantuan Pemerintah untuk setiap sekolah 
penyelenggara Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 
2018. 

(3) Menerima laporan penggunaan dana dan Laporan Penyelenggaraan 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018 dari PIHAK 
KEDUA. 

 
B. Kewajiban Pihak Pertama 

(1) Menyalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA, sesuai 
dengan RAB dan ketentuan yang berlaku. 

(2) Melakukan bantuan teknis dalam keseluruhan proses penyelenggaraan 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018, mulai dari 
persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. 

(3) Mengolah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana 
yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA. 

 
C. Hak Pihak Kedua 

(1) Menerima dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan hasil kesepakatan 
bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan 
dalam RAB. 

(2) Menetapkan berbagai strategi/cara dalam upaya mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang 
tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan 
Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018, 



Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah 41 
 

RAB dan Surat Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani 
bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

(3) Mengelola dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang 
diatur pada Pasal 3 s.d. Pasal 7 di atas dan peraturan keuangan yang 
berlaku. 

 
D. Kewajiban Pihak Kedua 

(1) Melaksanakan Penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Kurikulum 
2013 Tahun 2018 sesuai dengan RAB dan Surat Perjanjian yang telah 
disepakati dengan PIHAK PERTAMA. 

(2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang 
telah diterima oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan keuangan 
yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian 
kerjasama ini dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan 
Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. 

(3) Mengkonsultasikan dan mengusulkan secara tertulis kepada PIHAK 
PERTAMA, apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau penggunaan 
dana Bantuan Pemerintah yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian 
dengan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018 dan dokumen 
lain yang terkait. 

(4) Menyampaikan laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendampingan 
Implementasi  Kurikulum 2013 Tahun 2018 di sekolah yang 
bersangkutan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah kepada PIHAK 
PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada perjanjian ini. 

 
Pasal 9 

PELAPORAN 
 

(1) Laporan terdiri atas: 
a) Laporan Keuangan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. 
b) Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. 
(2) Laporan penggunaan dana disusun tersendiri, terdiri atas laporan 

penyerapan dana, sisa dana (bila ada) dan dilengkapi dengan bukti 
pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ). 

(3) Laporan disusun sesuai dengan rambu-rambu yang tercantum dalam 
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah Pendampingan 
Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018. 

(4) Sekolah Penyelenggara Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 
2018 harus sudah menyelesaikan dan menyerahkan : 
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a) Laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari setelah kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 
sasaran berakhir. 

b) Laporan penggunaan dana selambat-lambatnya tanggal 30 November 
2018. 

 
Pasal 10 

TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI 
 

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dana 
bantuan pemerintah kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 
Tahun 2018. 

(2) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala sanksi dan atau tuntutan apabila 
terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dari peruntukkan dana 
bantuan pemerintah kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 
Tahun 2018 oleh PIHAK KEDUA. 

(3) Apabila ditemukan penyimpangan oleh PIHAK PERTAMA dalam penggunaan 
dana bantuan pemerintah oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil audit oleh 
pihak yang berwenang yang merugikan Negara, maka PIHAK KEDUA akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 11 

LAIN – LAIN 
 

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau 
keadaan memaksa (force majure), dapat dipertimbangkan kemungkinan 
perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan 
persetujuan kedua belah pihak. 

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majure) adalah : 
a. bencana alam; 
b. tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; dan 
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.  
 

Pasal 12 
PENUTUP 

  
(1) Surat perjanjian penyelenggaraan dan penggunaan dana Bantuan 

Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Pendampingan Implementasi 
Kurikulum 2013 Tahun 2018  dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing 
pihak yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) salinan untuk 
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 



Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah 43 
 

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-
perubahan yang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut dalam surat 
perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari perjanjian ini 

 
 
 

PIHAK PERTAMA,           PIHAK KEDUA, 
 

 
 
 
R. Syamsul Arifin, S.Sos           ……………………………….. 
NIP. 196312141987031001            NIP.  
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LAMPIRAN 2.  Kuitansi Tanda Terima Dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan  Kurikulum 2013 

 
KUITANSI 

 
Nama Sekolah :  SD/SMP................... 
Alamat :  .................................  
No. Telp :  ................................. 
NIS :  ................................. 
Kabupaten/Kota :  ................................. 
Nama Pemegang Rekening :  ................................. 
Mempunyai Rekening pada :  ................................. 
Alamat Bank :  ................................. 
Dengan Nomor Rekening :  ................................. 
Yang Berhak Melakukan 
Penarikan Dana :  1. ............Kepala SD/SMP............ 

 2..............Bendahara SD/SMP ..... 
 

Sudah terima dari :  Pejabat Pembuat Komitmen LPMP DKI 
Jakarta 

 
Banyaknya Uang :  

 
 
Untuk Pembayaran :   Dana Bantuan Pemerintah Pelaksanaan  

Pendampingan  Kurikulum 2013 Tahun 2018  
 
Jumlah Rp :  

 
 
Setuju dibayar,                               Jakarta, ....................2018 
Pejabat Pembuat Komitmen                               Kepala SD/SMP.............  
Penerima Bantuan Pemerintah 
LPMP DKI Jakarta,  
  TTD - Stempel 
       
                                                 
 
 
....................................                              ................................... 
NIP. ………………...                              NIP. ……………….. 

Materai Rp. 
6000,00 
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LAMPIRAN 3.  Contoh Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat 
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Laporan 
Pertanggungjawaban Bantuan Operasional. 

 
Kop Sekolah Penerima Bantuan 

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

1. Nama  : 
2. Jabatan  :  Kepala Sekolah  
3. Nama Sekolah :   
4. Alamat : 

  
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab 
penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi 
Kurikulum 2013  Jenjang ............... Apabila di kemudian hari, dalam penggunaan 
dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 
tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut 
penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang ........... disimpan sesuai 
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan 
dari pihak mananpun. 
 

Jakarta,  ……………….2018 
Kepala Sekolah  
 
           Ttd-
stempel 
 
................................................. 
NIP .......................................... 

  

Materai  
Rp. 6000,00 
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Kop Sekolah Penerima Bantuan 
 

 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
1. Nama Sekolah :.............................................. (1)  
2. Nama Kepala Sekolah :.............................................. (1)  
3. Alamat Sekolah :.............................................. (1)  
4. Nama Bantuan  : Bantuan Pemerintah Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang 
.......  

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ……………………….. dan Perjanjian Kerjasama 
Nomor ............................. mendapatkan Bantuan Pemerintah 
......................sebesar ................................... (8)  
Dengan ini menyatakan bahwa :  
1.  Sampai dengan bulan…………………… telah menerima pencairan dana Tahap 

Ke-........................... dengan nilai nominal sebesar Rp .......... ( .......... )    
dengan rincian penggunaan sebagai berikut :  

 a.  Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............. ( ........ ) 
 b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............  ( ........ ) )  
 c.  Jumlah total sisa dana : Rp ............. ( ........ ) (14)  
2. Persentase jumlah dana bantuan pemerintah ........... yang telah digunakan 

adalah sebesar ............. ( ........ ) ( 16).  
3.   Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada  

yang berhak menerima.  
4.  Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang 

telah dilaksanakan.  
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran 

oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.  
6.  Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 

kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara 
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.  
 

Jakarta,  ……………….2018 
Kepala 
Sekolah  
 
 Ttd-stempel 
................................................ 

Materai  
Rp. 6000,00 
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NIP .......................................... 
Kop Sekolah Penerima Bantuan 

 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
1. Nama Sekolah :.............................................. (1)  
2. Nama Kepala Sekolah :.............................................. (1)  
3. Alamat Sekolah :.............................................. (1)  
4. Nama Bantuan  :  Bantuan Pemerintah Pendampingan Implementasi      
    Kurikulum 2013 Jenjang ....... ( 
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................................ dan Perjanjian Kerjasama 
Nomor ................................ telah menerima Bantuan Operasional .................... dengan 
nilai nominal sebesar Rp ........................ ( ........ ). 
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:  
1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana   
 a.  Jumlah total dana yang telah diterima :.......... (........) (9) 
 b.  Jumlah total dana yang dipergunakan :.......... (........) 
 c.  Jumlah total sisa dana :.......... (........) (11)  
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) bantuan pemerintah ..................... 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas, 
saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:  
1) Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan pemerintah.......................... 

sebesar Rp ........................ ( ........ ) (14) telah kami simpan sesuai dengan 
ketentuan untuk ·kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 
pengawas fungsional.  

2) Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ......... ( ....... ) 
sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. * )  

3) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan 
pemerintah................................ mengakibatkan kerugian Negara maka saya 
bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Demikian laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah ini kami buat dengan 
sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.  
 

Jakarta,  ……………….2018 
Kepala Sekolah  
 
Ttd-stempel 
.............................
.................... 
NIP .......................................... 

) 

Materai  
Rp. 6000,00 
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LAMPIRAN 4.  Contoh Berita Acara Serah Terima jika ada pergantian 
kepala sekolah 

 
Kop Sekolah Penerima Bantuan 

 
 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 
 

Pada hari……….... tanggal……………….. bulan……………… tahun………… telah 
dilaksanakan serah terima Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah (berdasarkan 
Surat Perjanjian antara LPMP DKI Jakarta dengan SD/SMP ………………Nomor 
.......................... Tanggal .................................) untuk Pendampingan Kurikulum  
2013 dari Kepala Sekolah lama, 
Nama ……………………………………………. 
NIP  ……………………………………………. 
Jabatan ……………………………………………. 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama 
  
Kepada Kepala Sekolah Baru,  
Nama ……………………………………………. 
NIP  ……………………………………………. 
Jabatan ……………………………………………. 
Selanjutnya disebut Pihak Kedua 
 
Adapun Keadaan/posisi Buku Kas Umum adalah sebagai berikut : 

Saldo Bank  Rp.  0 * 
Saldo Kas  RP.  0 * 

Rp.   0 
Untuk selanjutnya seluruh pekerjaan Pendampingan Implementasi Kurikulum 
2013 berikut pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan penggunaan dana 
bantuan pemerintah merupakan tanggungjawab Pihak Kedua. 
 
Pihak Pertama,                  Pihak Kedua, 

 Ttd - Stempel 
       
                                                 
 

....................................                              ................................... 
NIP. …………..........…...                              NIP. ……….......……….. 
 
*)  Pada saat serah terima penggunaan dana bantuan pemerintah, dana masih dalam 

proses penyaluran dari LPMP DKI Jakarta. 

Materai Rp. 
6000,00 
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LAMPIRAN 5.  Format – Format Bukti Fisik Keuangan 

5.1. Contoh Format Kuitansi Alat Tulis Kantor (ATK) Dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013  

 
 

KOP TOKO ATK 
 

K U I T A N S I 
 
No. ……………………… 
Telah terima dari :  SD/ SMP …………………………………….. 
Uang Sejumlah :  ……………………………………………………..  
Untuk Pembayaran :  Pembelian ATK Pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 Jenjang SD /SMP TA. 2018,  
  Faktur terlampir 
 
Rp. ……………..,-       

Jakarta, ……………..2018 
      Materai, Stempel & Ttd Toko* 
 
      ………………………………. 
               ( Nama jelas ) 
 
Keterangan : 
 Nilai sudah termasuk pajak 
 Diatas satu juta Materai Rp.6.000 
 Diatas Rp. 250.000 sampai dengan satu juta Materai Rp. 3.000 
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5.2. Contoh Format Faktur Alat Tulis Kantor (ATK) Dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013  

 
 
 

KOP TOKO ATK* 
 

F A K T U R 
 

Jakarta, 
Kepada yth,
SD / SMP ...............
Di

Faktur No.
No Banyaknya Nama Barang Harga Satuan Jumlah

1 3 rim Kertas HVS Uk. A4 Rp. ............. Rp. ............
2 1 pak Stopmap Snalhecter Rp. ............. Rp. ............

Total Rp. ............*

Penerima Barang Penjual
 

 
Keterangan : 

 
 Nilai sudah termasuk pajak 
 Jumlah harus sesuai dengan kuitansi  
 Tidak diharuskan menggunakan kop toko ATK 
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5.3. Contoh Perhitungan Pajak Alat Tulis Kantor (ATK) Dana Bantuan 
Pemerintah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013  

 
 
Dana ATK :  Rp                        2,100,000.00 

 = Rp. 2.100.000 / 11  =  Rp              190,909 

DPP  = Rp. 2.100.000 - 190.909  =  Rp          1,909,091 

PPn  = Rp. 1.909.091 x 10%  =  Rp              190,909 

PPh  = Rp. 1.909.091 x 1,5%  =  Rp                28,636 

 
 
Keterangan : 
 
 Pembelian ATK sampai dengan Rp. 1 Juta tidak dikenakan pajak 
 Pembelian ATK 1 juta s.d Rp. 2 Juta dikenakan pajak PPn  
 Pembelian ATK diatas Rp. 2 Juta dikenakan pajak PPn dan PPh 
 Pembayaran pajak dilakukan melalui website : 

ttp://sse.pajak.go.id/index.aspx 
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5.4. Contoh Format Kuitansi Catering/Rumah Makan Dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013  

 
 
 

KOP CATERING / RUMAH MAKAN 
 

K U I T A N S I 
 
 
No. ……………………… 

Telah terima dari :  SD/ SMP………………………………………… 

Uang Sejumlah :  ……………………………………………………. 

Untuk Pembayaran :  Pembelian Konsumsi Kegiatan Pendampingan IN 

1/IN 2 Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang 

SD/SMP TA. 2018 pada tanggal ...... 2018 di 

SD/SMP……………., Faktur terlampir 

 
 
Rp. ……………..,- 

Jakarta,……………..2018 
    
 

Materai, Stempel & Ttd Toko* 
 
       ………………………………. 
                  (Nama jelas) 
 
 
 
Keterangan : 
 Nilai sudah termasuk pajak 
 Diatas satu juta Materai Rp.6.000 
 Diatas Rp. 250.000 sampai dengan satu juta Materai Rp. 3.000 
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5.5. Contoh Format Faktur Catering/Rumah Makan Dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013  

 
 

 
KOP TOKO CATERING / RUMAH MAKAN* 

 
F A K T U R 

 
Jakarta, 
Kepada yth,
SD / SMP ...............
Di

Faktur No.
No Banyaknya Nama Barang Harga Satuan Jumlah

1 60 box Makan Rp. ............. Rp. ............
2  - Nasi

 - Ikan
 - Sayur Asem
 - Pisang

60 box Snack Rp. ............. Rp. ............
 - Risol
 - Lemper
 - Dadar gulung

Total Rp. ............*

Penerima Barang Penjual

 
Keterangan : 
 Jumlah harus sesuai dengan kuitansi 
 Tidak diharuskan menggunakan kop catering 

 
 

5.6. Perhitungan Pajak Konsumsi yang berNPWP Dana Bantuan Pemerintah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 
 Pembelian melalui Catering dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2% 
 Pembelian melalui selain catering dikenakankan pajak PPn dan PPh 22 
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5.7. Contoh Format Kuitansi Honorarium Narasumber 
 
 

 
KOP SEKOLAH 

 
No. Bukti : ………………. 
Tahun : ….............2018 

 
 

K U I T A N S I 
 

Sudah terima dari : SD/SMP ………………………………………. 
Uang sebesar  : ...………………………………………………….. 
Untuk Pembayaran :  
Honorarium Narasumber Kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang 
SD/SMP TA. 2018 pada tanggal …... 2018 di SD/SMP….....(redaksi disesuaikan 
dengan kegiatan) 
 
Sebesar …. JP x Rp. …….. = Rp. …………… 
 PPh 21*  = Rp. …………… 
 Diterimakan  = Rp. ……………. 
 
Jumlah : Rp. ………………..       
                       

Jakarta, 
……………..2018 

 
 
Setuju dibayar,        Lunas dibayar Tgl. ………    
Kepala Sekolah Bendaharawan,  Yang Menerima  
 
…………………. …………………………            ………………………. 
NIP. …………… NIP. ………………….            NIP. ……………….… 

    
 
Keterangan : 
 Pajak PPh 21 disesuaikan dengan golongan 
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5.8. Contoh Format Kuitansi Transport Narasumber 
 
 

KOP SEKOLAH 
 
 

No. Bukti : ….........… 
Tahun : 2018 

 
 

K U I T A N S I 
 

Sudah terima dari : SD/SMP ………………………………………… 

Uang sebesar  : ……………………………………………………… 

Untuk Pembayaran : Transportasi Narasumber Kegiatan Pendampingan 

Kurikulum 2013 Jenjang SD /SMP TA. 2018 pada 

tanggal …...…2018 di SD /SMP……………. 

  (redaksi disesuaikan dengan kegiatan) 

 
Sebesar 1 hari x Rp ……….. = Rp. ………… 
 
Jumlah : Rp. ………………..  
 

        
               Jakarta, ……………..2018 

 
 
Setuju dibayar,        Lunas dibayar Tgl. ………    
Kepala Sekolah Bendaharawan,     Yang Menerima  
 
…………………. …………………………              ………………………. 
NIP. …………… NIP. ………………….             NIP. ……………….… 
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5.9. Contoh Format Kuitansi Honorarium Panitia 
 

 
HONORARIUM PANITIA

KEGIATAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013  TA.2018

Keg x Rp  …………= Rp  ……   ………. 

Keg x Rp  …………= Rp  ……   ………. 

Keg x Rp  …………= Rp  ……  ………… 
= Rp  ……  …… 

 Jakarta, ……………….2018 
 Lunas dibayar 
 Pada Tanggal 
 Bendahara 

SD/SMP* ........
TANGGAL …………2018

1

1

1

NO NAMA GOL HONORARIUM PPh 21 TANDA TANGAN

1 1.

2 2.

3 3.
JUMLAH

Setuju dibayar
Kepala Sekolah  ……..

……………………………………….. ………………………………………..
NIP. ……………………………….. NIP. ………………………………..

SD/SMP

 
 

Keterangan : 
 redaksi disesuaikan kegiatan 
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5.10. Contoh Format Buku Kas Umum (BKU) 
 

CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM 
LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH 

PENDAMPINGAN  IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 
SD/SMP........................... 

 

Penerimaan Pengeluaran 
Tgl Uraian Jumlah Tgl Uraian Jumlah 

Rp. Rp. 
15/7  Dana 

Bantuan 
Pemerintah 

……………..    

   20/7 Toko ……….  
Pembelian ATK 

………….. 

    CV………….. Penggandaan …………… 
      
      
      
      
      

Jumlah …………. Jumlah ………….. 
 

CATATAN: 
Dilampiri dengan foto copy seluruh bukti bukti pengeluaran 

 

 
Mengetahui  
Kepala ………………….    Bendahara, 

 
Ttd-stempel 
 
........................................   ................................. 
NIP. …………………..    NIP. ………………. 

 

 

 

 



60 LPMP DKI Jakarta 
 

  



Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pemerintah 61 
 

LAMPIRAN 6.  Kerangka Laporan Keuangan Pendampingan 
Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2018  

 
1. Cover Laporan 

 
2. Profil Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah 

 
3. Sistematika Laporan 

  

Kata pengantar  
Daftar Isi  
Profil Sekolah  
 
BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  
B. Tujuan Kegiatan  
C. Hasil Yang Diharapkan  
 

BAB II HASIL PELAKSANAAN  
A. Rapat Persiapan 

1. Waktu dan Tempat  
2. Narasumber/Fasilitator, Peserta  
3. Hasil Rapat 

B. IN  
1. Waktu dan Tempat  
2. Pengarah, Narasumber/Fasilitator, Peserta  
3. Materi Kegiatan IN  
4. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart)  
5. Hasil Kegiatan IN  

C. ON  
1. Waktu dan Tempat  
2. Materi Kegiatan ON  
3. Alur Kegiatan (Diagram alur/Flow Chart)  
4. Hasil Kegiatan ON  

 
BAB III KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT  

A. Kesimpulan  
B. Tindak Lanjut 
C. Rekomendasi/Saran 
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LAMPIRAN  
(bukti SPJ disesuaikan dengan pola pendampingan dari setiap jenjang) 
 
1. Rincian Anggaran Biaya (RAB) 
2. Buku Kas Umum 
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Jika ada) 
4. Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum 
5. Fotocopy MoU 
6. Fotocopy Penutupan Buku Rekening  
7. Berkas Keuangan Rapat Persiapan 

a. Undangan Pengarah 
b. Undangan Tim Pendamping 
c. Undangan Peserta 
d. Daftar Hadir Pengarah 
e. Daftar Hadir Peserta 
f. Daftar Hadir Tim Pendamping 
g. Daftar Hadir Panitia 
h. Tanda Terima Konsumsi Pengarah 
i. Tanda Terima Konsumsi Peserta 
j. Tanda Terima Konsumsi Tim Pendamping 
k. Tanda Terima Konsumsi Panitia 
l. Tanda Terima Honorarium Pengarah 
m. Tanda Terima Transport Pengarah 
n. Tanda Terima Honorarium Panitia 
o. Tanda Terima Transport Peserta 
p. Tanda Terima Transport Tim Pendamping 
q. Kwitansi dan Faktur Pembelian Konsumsi  

8. Berkas Keuangan IN 
a. Undangan Pengarah 
b. Undangan Tim Pendamping 
c. Undangan Peserta 
d. Daftar Hadir Pengarah 
e. Daftar Hadir Tim Pendamping 
f. Daftar Hadir Peserta 
g. Daftar Hadir Panitia 
h. Tanda Terima Konsumsi Pengarah 
i. Tanda Terima Konsumsi Peserta 
j. Tanda Terima Konsumsi Tim Pendamping 
k. Tanda Terima Konsumsi Panitia  
l. Tanda Terima Honorarium Pengarah 
m. Tanda Terima Transport Pengarah 
n. Tanda Terima Honorarium Panitia 
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o. Tanda Terima Transport Peserta 
p. Tanda Terima Honorarium Pendamping 
q. Tanda Terima Transport Tim Pendamping 
r. Kwitansi dan Faktur Pembelian Konsumsi  

9. Berkas Keuangan ON 
a. Daftar Hadir Tim Pendamping di sekolah sasaran 
b. Daftar Hadir Peserta 
c. Tanda Terima Konsumsi Peserta 
d. Tanda Terima Konsumsi Tim Pendamping 
e. Tanda Terima Honorarium Pendamping  
f. Tanda Terima Transport Tim Pendamping 
g. Kwitansi dan Faktur Pembelian Konsumsi  

10. Kwitansi dan Faktur Pembelian ATK 
11. Kwitansi Penggandaan Bahan Laporan 
12. Bukti Setor Pajak Kegiatan 
13. Dokumentasi dan Hasil Kegiatan Rapat Persiapan, IN dan ON 
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